
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); · 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 
2014 ten tang Revitalisasi Fungsi dan Peran 
Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah, 
Gubemur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab 
terhadap Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan 
Daerah di Taman Mini Indonesia Indah; 

b. bahwa telah disepakati bersama oleh semua 
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara untuk memberi 
kontribusi dalam menunjang revitalisasi Anjungan 
Daerah Sulawesi Utara di Taman Mini Indonesia 
Indah; 

c. bahwa telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten 
Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 201 7, 
Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Utara; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus 
kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; 

Menimbang 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENT ANG 
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 

PEMERINTAH PROVINSJ SULAWESI UTARA 
TAHUN ANGGARAN 201 7 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 .. 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 
2014 ten tang Revitalisasi Fungsi dan Peran 
Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 
2016 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017; 



~l 100 unqsj, .M.opuo8uow 
8u-e-e1oa ua1udnq-e}I qe.1dua t?fuepg uep ue1-edupudd 
ue.m~uv uareqe] Udd ~ue:iud1 9l oz urrqej, 
8S .IOWON .M.opuo8uow 8ueu1oa nudna ue.1n:i"B.Idd ·s1 

~ l 1 oz unqnj, .M.opuo8uow 
~U813108 ua1-ednq"B}I t{13.Ia13Q 13f uepg uep U13l"Bd13pUad 
ut?m~uv 8uelUal 9100 urrqsj, 9t .IOWON 
M.opuo8uow 8ueuyog ua1-ednqt?}I qB.Iaua ue.1n:it?.1ad · v I 

:.NV}ISfiJ.fiW3W 

l 100 NVNVDONV NOHVJ, VNVJ,O 
IS3:.M. V'IOS ISNIAONd HV.LNIB3:W3:d VGVd3:)I SOSOH)I 
NVDNV03:}I NVOJ,NVH NVNO'IVAN3:d NVWOG3:d 

·1sus1fBl1A;;).I tmluµfa)f retrepuour ruuaqurour 
}lnlun um1n !Sd.M..u1ns !SlJ1AO.Id qu:l.Uµdwdd upudd}l UU}lµ~!P }ln1un 
GHdV trap .roqumaraq ~ueA mrep tfE:'?'[Bpu snsntQI ue~uend)I trerutraq ·01 

·.M.opuo8uow 8ueuyoa ud1udnqu}I GHdV qerepu 
GHdV l"B)f8u1s1p "BAUlnfueyds 't.fB.I;;)"BQ ufueyag trap ue1udupuad uem~uv ·6 

·qe.1aup nnouoxa trap -e.Aupnq 
rnoputrn rnous 113~uqds 'tfBPUI U!Sduopu1 }UIJN: ueurnJ, !P 't[B.Idup ue~unfue 
trarod trap 1s~un1 ue}lrewµdo8uaw nrao trap soso.rd qerep-e 1s-es1re11AdN ·g 

ues-µe.M. ue}lUdn.xaw 8ueA 
u113y npuaq-apucq uep uunuJ '-e.1ou 'ueu1fu.1a)f ns-eq 'ue1udSd)f UBl"BfE?.Iad 
'lUP"B ue113}1Ud 'qemfas -epudq 1138-eq.1:;)q ue-e8-e.1ad trap trarourad 'traqosaras 
'UU}l!P!PUdd 'uu.m1d~.1~ 13.AUU.IUlUU!P UUl13~d}f !nI'3ldUl 'tfB.IdBp BABpnq 
U"B1.Il31Sapd reduroi 1138uqds UB}lUU~!P s~![B}las uep ssnj l13}l13.I13Asuw 
up-eda}l -e1sauopu1 -es8ueq n)Jns 1138uq.1dq 1upu qewn.x 113ud8uaw 
1suW.IOJU! ue}lµaqwaw }ln:iun 'u1sauopu1 qe.1a-ep · S"Bt{}l reuo1s1pu.1:i 
.1n:i}la11sm 1-apu qaurru tratmatraq-treunfnreq rnm qurep-e qu.1aua u-e8unf uv · L 

·1uqds 
8ueA 13l13S!.M./!s13a.I)fd.I ntraras 1138-eqas -eµds 'u1sduopu1 }lHqnddN uen1-esa}I 
um8dN ueuet{13la}I }ln1un us8ueg uen:iusa}I trap uen1us.1ad t{O)JO}l.Iadwaw 
'.1w t{"BUBJ, 13lUK) UB:>I!P!Plldd '13.At?pna ueµa1sapd t?ut?q-e.M./t?uems 
1-e8t?qds urny-e u-eq-epu1a}l mros ue-e"BA13}1a}{ trsp 't?At?pnq '1f8A13U.M.. }lads-e trap 
.resoq ~ue.& u1sduopu1 UU}lmqurn~udUl ~ue.& lPd}l 11n1udq urerep U}Sduopu1 
qurep-e UWJ, l1:?}18u1s1p -e..{u1nf ueps 8ue.A qepu1 u1sauopu1 1u1w usuraj, ·g 

"l3.I13l0 !Sd.M.."Btns .murcqnjj t{13fBP13 .muroqruj ·s 
'13.11310 !Sa.M.."B{nS !SU!AO.Id t{13lUµdWdd q"BfE?p13 !Sll!AO.Id t{"BlUµaWdd ·v 

· .M..opuo8uow ~ue-eyoa µudng q-erep-e µ-edng T 
·-qa.idua tre-qalUµdUldd 13.Il:?~~uap.&uad 

.msun 1138-eqds qe.1aua l13}18U-e.Iad uep µudng q-erepu qe.1aua q-e:iuµawdd ·0 
· .M.opuo8uow 8ueuyog Udl13dnqu)I qurepu qu.1aua · I 

:ue8uap pnS}lUW!P 8ue.& 1u1 µ-edna ue.1n:i-e.1ad urerea 
t pil'8d 

wnwn .NYnJ..N3.I.ml 
I SY& 



Pasal 7 
(1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

dianggarkan dalam APBD Provinsi pada kelompok Belanja Langsung. 
(2) Dalam hal hasil .pelaksanaan kegiatan merupakan kewenangan dan 

menambah nilai aset Pemerintah Provinsi maka dianggarkan pada jenis 
belanja modal. 

Pasal 6 
(1) Pendapatan dan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5, dianggarkan dalam APBD pada kelompok Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah, jenis pendapatan bantuan keuangan dari Provinsi atau 
dari Pemerintah Daerah Lainnya, obyek Bantuan Keuangan Khusus dari 
Pemerintah Daerah, rincian obyek Bantuan Keuangan Khusus Bidang 
Infrastruktur. 

(2) Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), menggunakan kode rekening sesuai dengan Peraturan Perundang 
undangan yang berlaku. 

BAB IV 
PENGANGGARAN 

Pasal 5 
Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBD 
Pemerintah Provinsi berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

Pasal 4 
(1) Bantuan Keuangan Khsusus Bidang Infrastruktur hanya dapat digunakan 

untuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai 
administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian dan perjalanan 
dinas. 

BAB Ill 
ALOKASI DAN KEGIATAN 

Paw 3 
(1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan kepada Pemerintah Provinsi sebesar 

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

Pasal 2 
(1) Bantuan Keuangan Khusus dialokasikan untuk bidang infrastruktur. 
(2) Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Revitalisasi Anjungan TMII. 



BAB VII 
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN 

Pasal 11 
(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang 

Mongondow melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap 
penyelenggaraan kegiatan di Provinsi Sulawesi Utara yang dibiayai dari 
Bantuan Keuangan Khusus sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi 
keuangan Bantuan Keuangan Khusus. 

(3) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Bantuan 
Keuangan Khusus sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 
PELAPORAN 

Pasal 10 
(1) Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan 

Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada 
Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow. 

(2) Laporan Realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
PENYALURAN 

Pasal 9 
(1) Bantuan Keuangan Khusus disalurkan hanya satu kali setelah Pemerintah 

Daerah menerima usulan proposal dari Pemerintah Provinsi dan surat 
pernyataan Gubernur untuk bersedia melaksanakan bantuan keuangan 
khusus sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan dan bertanggung 
jawab atas pelaksanaan dimaksud. 

(2) Format Surat Pernyataan Bantuan Keuangan Khusus kepada Provinsi 
Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 8 
( 1) Pemerintah Provinsi sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus dapat 

melakukan optimalisasi penggunaan atas Bantuan Keuangan Khusus yang 
diterima. 

(2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 
untuk kegiatan pada bidang yang sama pada tahun anggaran berjalan 
sesuai petunjuk teknis. 



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR. .... 

.. 

Diundangkan di Lolak 
pada tanggal, 2017 
Plt. SEKR :ARIS DAERAH KABVPATEN 
BOL GM NGONDOW, 

_ef ADRIANUS NIXON WATUNGe 

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

Ditetapkan di Lolak 
pada tanggal 201 7 

BAB VIII 
PENUTUP 
Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow. 



f/.. ADRIANUS NIXON WATUNG f 

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

NO URAIAN KEGIATAN PRO VIN SI JUMLAH ALOKASI (Rp) 

1 2 3 4 
1 Rehabilitasi Anjungan Sulawesi Utara 1.000.000.000,- 

Taman Mini Indonesia 
Ind ah 

I 
I 
i 

I 
I 
I 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR TAHUN 2017 
TANGGAL 201 7 
TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 

KEPADA PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 
ANGGARAN 201 7 



L. 

tJ.ADRIANUS NIXON WATUNGf 

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

Nama 

Tempat, tanggal . 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Gubernur Sulawesi Utara menyatakan bahwa 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersedia melaksanakan Bantuan Keuangan 
Khusus sesui program/kegiatan yang clitetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang 
Mongondow dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam 
APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017. 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

SURAT PERNYATMN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR 
NOMOR: . 

KOP SURAT 

FORMAT SURAT PERNYATMN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR TAHUN 2017 
TANGGAL 2017 
TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 

KEPADA PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 
ANGGARAN 2017 



ADRIANUS NIXON WATUNG ~ 

Pj. BUPATI BOLMNG MONGONDOW, 

Nama 

Tempat, tanggal . 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini 
disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan 
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenamya. 

No Bi dang Pagu Realisasi Pembayaran dari Rekening Sisa Pagu 
-·-· ···--· - -·· ··-- -- ----·--·· ----·-- ------------ _ Kas Umumpa~rahJ!!!el<;!:lui SP2DL_ ___ 

Tahap Tahap ini Kumulatif 
sebelumnya s.d Tahap 

ini 

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6) 
1. Infrastruktur 

Jumlah 

Jumlah :Rp. 
Realisasi Pembayaran kepada pihak ketiga melalui SP2D 
Tahap ini :Rp. 
Kumulatif s.d tahap ini :Rp. 
Sisa dana Bantuan Keuangan Khusus di Rekening Kas Umum Daerah :Rp 
Persentase sisa dana Bantuan Keuangan Khusus : % 

:Rp. 
:Rp. 
:Rp. 

Tahap I 
Tahap II 
Tahap 111 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Gubemur Sulawesi Utara menyatakan bahwa saya 
betanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi anggaran penyerapan dana 
Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran Tahap sebagai berikut: 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA 

KOPSURAT 

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 
KEPADA PROVINS! SULAWESI UTARA 

TAHUN 2017. 
2017 

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 
KEPADA PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 
ANGGARAN 2017 

NOMOR 
TANGGAL 
TENT ANG 

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOLMNG MONGONDOW 



.tj.A-DRIANUS NIXON WATUNG ! 

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

Nama 

Tempat, tanggal . 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

Nomor Tan al 

Jumlah 

No. SP2D Jumlah Bantuan 
Keuan an Khusus 

Keterangan 

REKAPITULASI SP2D YANG DITERBITKAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN YANG 
DIDANAI OLEH BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH PROVINS! 

SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 

KOP SURAT 

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 
KEPADA PROVINS! SULAWESI UTARA 

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR TAHUN 2017 
TANGGAL 2017 
TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 

KEPADA PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI. UTARA TAHUN 
ANGGARAN 2017 


